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PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG

Menimbang

Mengingat

1.

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan
Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Buleleng tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1655);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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i

12,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pembinaan dan  Pengawasan atas Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4090);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575); '
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614):
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018
tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 tahun 2011 tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan
Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 465);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Buleleng Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Buleleng Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Buleleng Nomor 15), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun
2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Buleleng Nomor 6);

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 (Berita daerah
Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 87), sebagaimana
telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas
Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Buleleng Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten
Buleleng Tahun 201 Nomor 61);




Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
20109.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

{8
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3.
4.
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Daerah adalah Kabupaten Buleleng.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Buleleng.

Bupati adalah Bupati Buleleng.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dapat dinilai dengan wuang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan peraturan daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang
diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah
yang diakui sebagai pengurangan kekayaan bersih.
Belanja Tidak Langsung adalah merupakan belanja yang
dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan.

. Belanja Langsung adalah merupakan belanja yang

dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan
program dan kegiatan.

Belanja Modal adalah merupakan belanja yang digunakan
dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan
aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih
dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan

pemerintah.
Belanja Bunga adalah belanja yang digunakan untuk

pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban
pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka
pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
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Belanja Subsidi adalah bantuan biaya produksi kepada
perusahaan/lembaga  tertentu agar harga jual
produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh
masyarakat banyak.

Belanja Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang,
barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau
pemerintah daerah lainnya, dan kelompok
masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah

ditetapkan peruntukannvya.
Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam

bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

Belanja Bagi Hasil adalah merupakan dana bagi hasil
yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada
kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota
kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah
daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.
Belanja Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan

yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada
kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada
pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah
kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah
daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau
peningkatan kemampuan keuangan.

Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan
yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang
seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial
yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-
tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas
daerah.

Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas
daerah.

BAB II
REALISASI ANGGARAN

Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 terdiri atas :

b}l




1. Pendapatan :
a. Pendapatan Asli

Daerah Rp. 365.596.494.163,38
b. Dana Perimbangan Rp. 1.300.735.814.719,00
c. Lain-lain Pendapatan

yang Sah Rp. 622.142.858.160,02

Jumlah Pendapatan 2.288.475.167.042,40

2. Belanja:
a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai Rp. 830.883.760.325,15
2. Belanja Bunga  Rp. -
3. Belanja Subsidi Rp. &
4. Belanja Hibah Rp. 86.496.754.312,20
5. Belanja Bantuan

Sosial Rp. 29.926.400.000,00
6. Belanja Bagi

Hasil Rp. 14.947.500.500,00
7. Belanja Bantuan

Keuangan Rp. 240.190.638.000,00
8. Belanja Tidak

Terduga Rp. 5.331.986,00

Jumlah Belanja

Tidak Langsung Rp. 1.202.450.385.123,35

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai Rp. 44.909.104.350,00
2. Belanja Barang
dan Jasa Rp. 731.720.100.302,08
3. Belanja Modal Rp. 274.879.718.610,37
Jumlah Belanja
Langsung Rp. 1.051.508.923.262,45
Jumlah Belanja : Rp. 2.253.959.308.385,80
Surplus/ (Defisit) 34.515.858.656,60
3. Pembiayaan :
a. Penerimaan Rp. 56.475.714.227,71
b. Pengeluaran Rp. 15.157.443.084,00
Jumlah Pembiayaan
Neto Rp. 41.318.271.143,71

Sisa lebih pembiayaan
anggaran tahun
berkenaan Rp. 75.834.129.800,31




Pasal 3
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimara dimak:sud
dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturen Bupati ini
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 4
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pelakseanacn AlBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirinci lebih lanjut ke da am
penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 5
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimaia dimaksud
dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bugati ini
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Per:turan Bupati
ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diuncan zkar..
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengjundargan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah
Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Sin 7amja

Diundangkan di Singaraja
_pada tanggal 18 Agustus 2020
'CSEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019 NOIMOR 40




